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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan tidak ا
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 Ta T Te ت
 Sa ṡ es (dengan titik di ث
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 Jim J Je ج
 Ha ḥ ha (dengan titk di ح
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 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ż zet (dengan titik di ذ
atas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
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zet (dengan titk 
di bawah) 






 gain G Ge غ
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf K Ka ك
 lam L El ل
 mim M Em م
 nun N En ن
 wau W We و
 ha H Ha ه
    hamzah , Apostof ء
 ya Y Ye ي
Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda, 
apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’), 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau 
monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa Arab yang 
lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama   





 Kasrah I I ا
1 dammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
3. Maddah 
 Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 






Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 fatḥahdan alif atau ا …I…ى         ا ..           |...
yā‟ 
Ā a dan garis di 
atas 
 kasrahanyā‟ I i dan garis di ى
atas 
 ḍammahdan wau Ū u dan garis di وى
atas 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
  Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah an yā‟ Ai a dan i ى





hidupatau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya  
 adalah [h]. 
  Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
   Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ),dalam transliterasinya ini 
dilambangkandengan perulangan huruf konsonan ganda) yang diberi tanda 
syaddah. Jika huruf ىber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّ  .(maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i,(ى  
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 





hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia Kata, 
istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 
alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian 
dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah (هالل) 
 Kata “Allah” yang didahului partake huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah . Adapun   tā’   marbūṭahdi   akhir   kata   yang   disandarkan   kepadalafẓ 
al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 





Nama : Dika Sastriani 
NIM : 10200117006 
Judul  : Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang  
Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Wajo) 
Pengaturan mengenai zakat diserap masuk ke dalam hukum positif Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian ini 
mengtahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat, dan penerapannya bagi masyarakat di Kabupaten Wajo. Penelitian 
ini membahas mengenai: (1) Bagaimana pelasanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 
2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (2) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung 
pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (3) 
Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kewajiban zakat. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
teologis normative dan yuridis empiris. Pengumpulan data digunakan ialah wawancara. 
Hasil dari penelitian ini, kurangnya informasi keberadaan lembaga Badan Amil Zakat 
Nasional, dan banyaknya Lembaga Amil Zakat terbentuk karena banyaknya organisasi 
Islam besar di Kabupaten Wajo, kurangnya Unit Pengumpulan Zakat yang terbentuk. 
Implikasi penelitian ini kepada masyarakat agar membayarkan zakat di BAZNAS, 
Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo diharapkan untuk tegas dan mengawal 
kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS. 






A. Latar Belakang Masalah 
Penyebaran Islam di nusantara berawal di Sumatera bagian utara dimana 
Islam politik diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke-11, kemudian di Jawa 
pada abad ke-14 dan akhirnya sampai pada kepulauan bagian timur Indonesia 
pada abad ke-15. Sejarah awal praktik zakat di Indonesia pasca-kedatangan Islam 
secara umum tidak diketahui. Tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa 
zakat dikumpulkan secara formal dan reguler oleh penguasa muslim saat itu 
sebagai sebuah kewajiban pajak oleh warga negaranya.  
Cristian Snounck Hurgronje mengatakan bahwa sifat sukarela dari 
pembayaran zakat ini disebabkan oleh proses islamisasi di Indonesia terjadi 
secara damai, bukan karena penaklukan militer. Proses islamisasi secara damai 
ini menyebabkan zakat di Indonesia tidak pernah dipandang sebagai bentuk pajak 
keagamaan ataupun sebuah upeti politik yang diberikan kepada penakluk.1 Maka 
kemudian pembayaran zakat di Indonesia lebih banyak diserahkan kepada umat 
Islam secara individual dengan basis kesukarelaan. Dan institusi sosial-
keagamaan lokal memegang peran penting yaitu masjid dan pesantren. 
 
1Itang, Perundang-undangan Zakat di ndonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat), Vol. 




Zakat adalah ibadah ma’aliyah ijtima’iyyah yang mempunyai posisi 
yang penting, strategis dan menentukan. Zakat menjurus pada aspek sosial, 
yakni untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah 
swt. dan hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi 
secara vertikal dan horizontal kerena sebagai wujud ketaatan pada agama dan 
sebagai kepedulian sosial kepada sesamanya.2 
Zakat adalah sebuah bentuk subsistem dan merupakan salah satu 
wujud nyata dari adanya sistem ekonomi yang berfungsi untuk menunjang 
terwujudnya keadilan sosial. Zakat di Indonesia belum menjadi instrumen 
dalam sistem kebijakan fisikal, pelaksanaan zakat selama ini dipandang 
sebagai kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya, dan 
pengumpulan dan pendistribusian zakat yang pada umunya masih 
dilaksanakan secara tradisional dan sukarela.3 Ibadah yang bersifat sosial 
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat yang kemanfaatannya dapat 
dirasakan oleh semua orang.4 Pada aspek ritual dari ibadah zakat sebagai 
salah satu bentuk bantuan dari orang kaya kepada orang miskin, yang 
diharapakan menjadi salah satu instrumen ekonomi yang menjadi solusi dari 
dibukanya lapangan kerja dan menjadi salah satu upaya dalam pengentasan 
kemiskinan, sehingga lahirlah para muzakki baru. 
 
2Yusuf al-Qardawi, Al-Ibadah fil-Islam,(Beirut: Muassasah Risalah, 1993),h.235.  
3Nurfiah Anwar dkk, Efektivitas Penerapan Regulisasi Zakat Sebagai Pengurangan 
Penghasilan Kena Pajak. Vol. 5 no. 1. 2019. https://journal.uin-alauddin.ac.id (Diakses 22 Juni 
2021). 
4Muhammad Asri, Patimah, Penyaluran Zakat nfak Sedekah di LAZNAS Yatim Mandiri 
Makassar Prespektif Hukum slam (2019-2020), Vol.2.no.2. 2021, 2. https://journal.ui-




Di Indonesia, positivisasi ketentuan zakat dalam peraturan perundang-
undangan dilaksanakan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 38 
Tahun 1999 yang kemudian di-nasakh menjadi Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Masuknya zakat ke dalam ranah 
hukum positif di Indonesia, menandai era baru pemberdayaan pranata 
keagamaan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini dikuatkan dengan 
pengembangan materi hukum yang bersumber dari hukum Islam yang 
kemudian diformulasikan ke dalam undang-undang.5 
Jika melihat isi dari Undang-undang terbaru Nomor 23 Tahun 2011 
terdapat poin penting yang perlu ditelaah lebih jauh yaitu mengenai 
pengelolaan zakat yang kini dipusatkan pada Pemerintah atau sentralisasi 
zakat pada BAZNAS. Namun, jika  dilihat dari realitas kehidupan umat 
Islam di Kabupaten Wajo. Masyarakat dapat dipetakan dalam komunitas 
umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan yang 
terwadahi di dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik 
sehingga, menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam. 
Kebiasaan dari masyarakat Wajo yang mengeluarkan zakat dengan cara 
yang berbeda-beda sesuai dengan keadaannya, yakni  jika masih dalam 
keadaan bayi sampai menginjak usia SD maka zakat fitrah akan diberikan 
atau dibayarkan kepada dukun beranak si anak. Dan jika telah menginjak 
usia SD dan telah melakukan aktivitas belajar non-formal seperti belajar 
mengaji di rumah guru mengaji kampung, maka zakat fitrah si anak akan 
dibayarkan atau dikeluarkan zakat fitrahnya kepada guru mengaji. Dan jika 
 
5Supardin, Fikih Peradilan Agama di ndonesia: Rekonstruksi Perkara Tertentu, (Cet,I; 




si anak telah selesai mengaji maka zakat dibayarkan kepada mam masjid 
seperti orang-orang dewasa pada umunya.  
Hal ni yang menyebabkan adanya ketidakrelevanan antara Undang-
Undang No. 23 Tahun 2011 dimana di dalam undang-undang tersebut telah 
diatur tentang kewajiban mengeluarkan zakat kepada pengelola zakat resmi 
yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan keadaan masyarakat umat 
Islam yang ada di Kabupaten Wajo yang masih mempertahankan kebiasaan 
mereka dalam hal penunaian zakat.  
BAZNAS Kabupaten Wajo merupakan salah satu lembaga 
pengeloaan zakat di wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 22 Tahun 2012 
Tentang Pengelolaan Zakat. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Wajo 
memiliki posisi yang strategis terkait pengelolaan zakat di wilayah 
Kabupaten Wajo. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 BAZNAS Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia 
dituntut untuk lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 
Berdasarkan latar belakang di atas, skripsi ini berupaya menganalisis 
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan 
menekankan pada beberapa isu utama yang ditinjau dengan perspektif 
hukum Islam kontenporer. Mengingat bahwa kewajiban mengeluarkan 
zakat merupakan salah satu rukun Islam yang dihukumi wajib dalam 
pelaksanannya oleh umat slam. Selain itu, fungsi dari zakat sangat 
berpengaruh dalam keberlangsungan kehidupan ekonomi, sehingga 
pemerintah memusatkan pembayaran zakat di BAZNAS kabupaten Wajo. 
BAZNAS memiliki tugas untuk menghimpun dan mendistribuskan zakat 




Wajo yang masih melakukan kebiasaannya dalam hal pembayaran zakat. 
Dan tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai adanya hukuman bagi 
masyarakat yang tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2011.  Hal inilah yang menjadi alasan penulis mengangkat judul skripsi 
“Efektivitas Penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat (Studi Khusus BAZNAS Kabupaten Wajo)”. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Karena itu penelitian ini berfokus pada Efektivitas 
Penerapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS 
Kabupaten Wajo. 
2. Deskripsi Fokus 
Dibutuhkan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca 
terhadap kata-kata yang mengandung istilah dalam judul skripsi ini, untuk 
memudahkan makna yang tertuang dalam penelitian ini pertama perlu 
dijelaskan inti pembahasan. 
a. Efektivitas 
Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan oleh seseorang atau 
organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil 
dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 




Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat diundangkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 38 
Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat yang sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga 
perlu diganti dengan yang baru dan sesuai dengan keadaan masyarakat. 
c. Pengelolaan Zakat 
Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan 
dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat. 
d. BAZNAS 
BAZNAS ialah lembaga yang berwenang melakukan tugas 
pengelolan zakat secara nasional. Dalam rangka membantu BAZNAS 
dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan 
zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan pada halaman 
sebelumnya, maka pokok masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana    
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat di kantor BAZNAS Kabupaten Wajo. Untuk memperjelas 
arah dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan, maka berikut ini uraian 
dalam beberapa sub masalah antara lain: 
1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 




2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS 
Kabupaten Wajo? 
3. Bagaimana pandangan masyarakat di Kabupaten Wajo tentang kewajiban 
zakat? 
D. Kajian Penelitian Terdahulu 
Eksistensi kajian pustaka  pada bagian ini dimaksudkan untuk memberi 
pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 
efektivitas penerapan ndang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolan Zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo belum pernah diteliti. Namun, 
ada beberapa penelitian yang sama-sama terkait dengan Pengeloaan Zakat. 
Demikian beberapa diantaranya sebagai berikut. 
Pertama, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)” yang disusun oleh 
Budi Rahmat Hakim. Dalam penelitian ini membahas tentang kelahiran 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang 
menandai era zakat nasional yang telah melahirkan paradigma baru 
pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa aturan yang merupakan hasil ijtihad 
konstitutif dalam bidang zakat ini mendapat reaksi dari beberapa kalangan 
khususnya terkait dengan kewenangan pengelolaan zakat yang dilaksanakan 
oleh negara. Dalam penelitian ini tidak membahas tentang efektivitas 
penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 
Kedua, “Perkembangan Peraturan Tentang Zakat di  Indonesia” yang 
disusun oleh Wiji Nopiarto. Dalam penelitian ini memaparkan mengenai 




Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Namun, 
seiring perkembangannya undang-undang tersebut suda tidak sesuai dengan 
kodisi masyarakat. Maka terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia sebagai amandemen dari Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam penelitian ini hanya memaparkan 
mengenai perkembangan peraturan zakat di Indonesia namun tidak membahas 
megenai efektivitas dari Undang-Undang yang mengatur mengenai 
pengelolaan zakat. 
Ketiga, “Perundang-Undangan Zakat di Indonesia (Studi Historis 
Regulasi Tentang Zakat)” yang ditulis oleh Itang dan Rehan Hania Azzahra. 
Dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang memiliki dua model 
pengelolaan zakat yaitu zakat dikelola oleh masyarakat yang zakat dikelola 
oleh badan amil zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam penelitian 
ini tidak membahas mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. 
Keempat, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di 
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappa” yang ditulis oleh 
Sultan Syahrir. Dalam penelitian ini membahas tentang pemahaman 
masyarakat terhadap kewajiban zakat khususnya di daerah kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidrap yang menunjukkan bahwa masih kurangnya 
pemahaman masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Dalam penelitian ni 
tidak menjelaskan secara spesifik mengenai adanya lembaga BAZNAS yang 
berfungsi menghimpun dana zakat dari masyarakat berdasarkan Undang-




Kelima, “Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil 
Zakat Kabupaten Mamuju” yang ditulis oleh Hasrullah Rachim. Dalam tesis 
ini peneliti melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat yang ada di daerah 
Kabupaten Mamuju. Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya 
potensi zakat yang ada di daerah Mamuju yang tiap tahunnya selalu 
meningkat, namun seiring dengan peningkatan jumlah zakat dan muzakki, 
tetapi dalam pengelolaanya belum maksimal karena jika dihitung dari potensi 
zakat yang ada di Kabupaten Mamuju jumlahnya masih sekitar 28% dari 
potensi zakat yang ada. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak menjelaskan 
mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan penelitian ini sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah, 
maka tujuan dari penelitian ini yakni. 
1. Mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
Tentang Pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo. 
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat oleh 
BAZNAS Kabupaten Wajo. 
3. Mengetahui pandangan masyarakat Kabupaten Wajo mengenai 
kewajiban mengeluarkan zakat.  
Sedangkan kegunaan penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 




Kegunaan dalam penelitian ini secara teoritis yakni sangat 
diharapkan mendapatkan sebuah hasil yang berguna bagi seluruh 
kalangan dimanapun dan menjadi sebuah alat informasi yang 
mempermudah untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan 
zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo. 
b. Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang 
dapat diaplikasikan di kehidupan agar bisa membantu meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan 





BAB  II 
TINJAUAN  TEORETIS 
A. Efektivitas 
Efektivitas  dalam  KBBI  dimaknai  sebagai  taraf  tercapainya  suatu  
tujuan.  Efektivitas  bisa  diartikan  seberapa  besar  tingkat  keberhasilan  yang  
diraih  dari  suatu  usaha  dengan  tujuan  yang  hendak  dicapai.  
Efektivitasiberasal dari  kata  efektif  yang  berarti  memiliki  pengaruh,iakibat 
membawa  hasil   atau  berhasil  guna,  sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto  
mengatakan  bahwa  efektif  adalah  taraf  sejauh  mana  suatu  kelompok  dapat  
mencapai  tujuannya.1 
Hukum  dapat  dikatakan  efektif    jika  terdapat  dampak  hukum  yang  
positif,  pada  saat  itu  hukum  mencapai  sasaranya  dalam  membimbing  atau  
merubah  perilaku  manusia  sehingga  menjadi  perilaku  hukum.2  The  Liang  
Gie  menjelaskan  bahwa  pengertian  Efektifitas  adalah  suatu  keadaan  yang  
mengandung  pengertian  mengenai  terjadinya  suatu  efek  yang  dikehendaki.3 
Menurut  Mathis  Robert  yang  mengatakan  bahwa  efektivitas  adalah  
ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam  usaha  mencapai  tujuan 
 
1Habibu Rahman, Rita Kencana, Nur Faiziah. Pengembangan Nilai Moral dan Agama 
Anak Usia Dini. ( Edu Publisher:Jawa Barat ),h.252. 
2 Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan penerapan Sanksi, h.80. 
3 The Liang Gie, Efesiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara (Yogyakarta: Gajah 






Organisasi  yang  telah  di  tetapkan.  Kegiatan  operasional  dikatakan  
efektif  apabila  proses  kegiatan  tersebut  mencapai  tujuan  dan  sasaran  akhir  
kebijakan.  Semetara  itu,  menurut  Richard  M.Steers  efektifitas  merupakan  
suatu  tingkatan  kemampuan  organisasi  untuk  dapat  melaksanakan  seluruh  
tugas-tugas  pokoknya  atau  pencapaiaan  sasarannya.  Pernyataan  strees  
menegaskan  bahwa  efektifitas  adalah  tujuan  akhir  dari  suatu  organisasi.    
Sedangkan  Georgopolous  dan  Tannembaum  mengemukakan  efektifitas  
ditinjau  dari  sudut  pencapaiaan  tujuan,  dimana  keberhsilan  suatu  organisasi  
harus  mempertimbangkan  bukan  saja  sasaran  organisasi  tetapi  juga  
mekanisme  mempertahankan  diri  dalam  mengejar  sasaran,  dengan  kata  lain,  
penilaian  efektifitas  harus  berkaitan  dengan  masalah  sasaran  maupun  tujuan. 
Bila  suatu  tujuan  dan  sasaran  dapat  tercapai  tepat  pada  waktunya,  
maka  program  tersebut  dikatakan  efektif.  Namun  sebaliknya,  bila  tujuan  
dan  sasaran  tidak  dapat  tercapai  tepat  pada  waktunya,  maka  program  
tersebut  dikatakan  tidak  efektif.  Bila  dilihat  dari  aspek  keberhasilan  
pencapaiaan  tujuan,  maka  efektifitas  memefokuskan  pada  tingkat  pencapaian  
terhadap  tujuan  atau  sasaran  yang  telah  di  tetapkan  sebelumnya. 
B. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  adalah  undang-undang  yang  
diundangkan  dalam  rangka  untuk  menggantikan  Undang-Undang  Nomor  38  
Tahun  1999  Tentang  Pengelolaan  Zakat  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  






untuk  perlu  diganti  dengan  yang  baru  dan  sesuai  dengan  keadaan  yang  ada  
dalam  masyarakat. 
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  
disahkan  oleh  Presiden  Dr.  H.  Susilo  Bambang  Yudhoyono  di  Jakarta  pada  
tanggal  25  November  2011  dan  diundangkan    oleh  Menkuham  Amir  
Syamsudin  pada  tanggal  25  November  2011  di  Jakarta.  Undang-undang  
Nomor  23  Tahun  2011  ditempatkan  pada  Lembar  Negara  Republik  
Indonesia  Tahun  2011  Nomor  115.  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  23  
Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  ditempatkan  dalm  Tambahan  
Lembar  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5255.4 
Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  menandai  era  baru  
transformasi  zakat  nasional  yang  telah  melahirkan  paradigma  baru  
pengelolaan  zakat  di  tanah  air.  Beberapa  aturan  yang  merupakan  hasil  
ijtihad  konsumtif  dalam  bidang  zakat  ini  mendapat  reaksi  dari  beberapa  
kalangan  khusunya  terkait  kewenangan  pengeleloaan  zakat  oleh  negara.  
Terlepas  dari  perdebatan  yang  berujuang  pada  gugatan  materil  maupun  
formil  undang-undang  ini,  terdapat  beberapa  isu  utama  untuk  dianalisis  
lebih  jauh  dalam  kaitannya  dengan  rekonstruksi  paradigma  fikih  ditinjau  
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keterlibatan  negara  sebagai  pengumpul  zakat  melalui  badan  atau  lembaga  
yang  secara  resmi  dibentuk  atau  dan  diakui  oleh  negara,  agar  pengelolaan  
zakat  dapat  dilakukan  secara  efektif,  terjamin  dan  mempunyai  kepastian  
hukum.  Kedua, ketiadaan  sanksi  bagi  muzaki  yang  melalaikan  kewajiban  
zakat  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  menunjukkan  bahwa  
pembayaran  zakat  masih  bersifat  sukarela,  karena  itu  regulasi  perzakatan  
di  Indonesia  masih  dinilai  lemah  dalam  kerangka  hukum  yang  dapat  
mengikat  bagi  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  terkena  wajib  pajak.  
Ketiga,  pembaharuan  paradigma  subjek,  objek  dan  bidang  tasarruf  zakat  
yang  telah  terakomodir  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  
yang  dianggap  telah  sesuai  dengan  prinsip  mashlahat  dan  keadilan.  
Keempat,  relasi  antara  zakat  dan  pajak  ditegaskan  kembali  dalam  
amandemen  Undang-Undang  zakat  yang  baru  sebagai  insentif  fiskal  bagi  
pembayar  zakat  dengan  menjadikan  zakat  sebagai  pengurang  PKP  (tax  
deduction),  meskipun  ketentuan  ini  belum  dapatimerealisasikan  posisi  zakat  
yang  lebih  signifikan  sebagai  pengurang pajak.6 
C. Pengelolaan  Zakat 
1. Pengertian  Zakat 
 
6Budi Rahmat, Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 







Zakat menurut  stilah fiqh merupakan sejumlah harta tertentu yang harus 
diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syari’at Allah swt.7 
Zakat  menurut  etimologi  aadalah  suci,  dan  menurut  etimologi  artinya  
memperbaiki  dan  menambah  yaitu  menambah  kebaikan  dan  berkah.  
Zakat  dalam  istilah  syara’ adalah  nama  yang  diperuntukkan  untuk  harta  
yang  dikeluarkan  dari  harta  atau  sesuatu  yang  ditetapkan  dan  kemudian  
dijelaskan  secara  konkrit.8  
Zakat  merupakan  salah  satu  rukun  Islam  yang  berdimensi keadilan  
sosial  kemasyarakatan  yang wajib  ditunaikan  oleh  seluruh umat  Islam. 
Sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat  ketika  harta  kekayaan  yang merupakan  objek  
zakat  yang  dimiliki  sudah  mencapai  nisab  dan haul.9  Alokasi  secara  fisik  
telah  ditentukan  langsung  di  dalam  Al-Qur’an,  dimana  zakat  hanya  
diperuntukkan  untuk  8  golongan  yaitu: orang-orang  fakir  (fuqara’),  miskin  
(masakin),  amil  zakat  (‘amilin ‘alayha),  muallaf  (ma’allaf  qulubuhum),  
budak  (riqab),  orang-orang yang  berhutang  (ghabirin),  pejuang  di  jalan  
Allah  (fi  sabilillah),  dan musafir  (ibn  sabil).10 
 
7Muh. Fardan Ngoyo, Lince Bulutoding, Kajian Penerapan Akuntasi Zakat dan  
nfaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 
Makassar, Vol. 2 no 2. 2016. https://jurnal.ui-alauddin.ac.id (Diakses pada 22 Juni 2021). 
8Muhammad Arsyad, Sabilah Muhtadin, (Surabaya:Bina  lmu, 2005),h.745.  
9Fadilla Mughnisani, Mukhtar Lutfi, Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf 
UMI, Vol. 1.no 1. 2015, h. 3. https://jurnal.uin-alauddin.ac.id. (Diakses tanggal 22 Juni 
2021). 
10Irsyad Andrianto, Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan, Vol 






Zakat  adalah  ibadah  ma’aliyah  ijtima’iyyah  yang  mempunyai   posisi  
yang  penting,  strategis  dan  menentukan.  Zakat  menjurus  pada  aspek  
sosial,  yakni  untuk  mengatur  kehidupan  manusia  dalam  hubungannya  
dengan  Allah  SWT.  Dalam  hubungan  dengan  sesama  manusia,  sehingga  
zakat  memiliki  fungsi  secara  vertikal  dan  horizontal  kerena  sebagai  
wujud  ketaatan  pada  agama  dan  sebagai  kepedulian  sosial  kepada  
sesamanya.11 
Pengertian  zakat  menurut  ahli  merupakan  salah  satu  tiang  penyangga  
bagi  tegaknya  Islam,  pun  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pemeluknya.  
Zakat  juga  memiliki  misi  memperbaiki  hubungan  horizontal  antara  
sesama  manusia,  sehingga  mampu  mengurangi gejolak  akibat  
problematika  kesenjangan  hidup  dalam  bersamsyarakat.12 
Zakat  dalam  pandangan  fikih  berarti  sejumlah  harta  tertentu  yang  
diwajibkan  Allah  SWT  yang  diserahkan  kepada  orang-orang  yang  
berhak.  Menurut  pandangan  mazhab  Syafi’i  zakat  merupakan  sebuah  
ungkapan  keluarnya  harta  atau  tubuh  sesuai  dengan  cara  yang  khusus.  
Sebaliknya  dalam  pandangan  Hambali,  zakat  adalah  hak  yang  wajib  
dikeluarkan  dari  harta  yang  khusus  untuk  kelompok  yang  terkhusus  
pula,  yaitu  kelompok  yang  disyaratkan  dalam  Al-Qur’an.13 
 
11Yusuf al-Qardawi, Al-Ibadah fil-Islam, (Beirut: Muassasah Risalah, 1993),h.235.  
12Syarifuddin Abdullah, Zakat Profesi, (Jakarta: Muyo Segoro Agung, 2003),h.17.  
13Abdulrahman Jaziri, Al-Fiqh’ alal Manaazib al-Arba’ah, (Mesir: Maktabah 






2. Jenis-jenis  Zakat 
Perkembangan  diawal  peradaban  Islam,  pemikiran  ulama-ulama  
klasik,  zakat  terbagi  kepada  dua  jenis  yaitu  zakat  fitrah  dan  zakat  mal.  
Dalam  pasal  4  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  
2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  disebutkan  bahwa  terdapat  dua  jenis  
zakat,  yaitu  zakat  fitrah  dan  zakat  mal.14 
a. Zakat  Fitrah 
Zakat fitrah merupakan zakat jiwa atas pribadi-pribadi setelah 
berpuasa di Ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat diri yang wajib 
ditunaikan oleh setiap  individu baik laki-laki maupun perempuan 
dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.15 
Zakat  fitrah  menurut  Muhammad  Syaltut  yakni  terdiri  atas  dua  
kata,  kata  zakat  dan  fitrah.  Zakat  adalah  segala  yang  dikeluarkan  
dari  hartanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  keluarganya  
dengan  maksud  hendak  mendekatkan  diri  kepada  Allah  SWT  dan  
menajalanperintah-Nya.  Kata  fitrah  bermakna  berbuka  puasa  dari  
puasa  Ramadhan  setelah  terbenamnya  matahari  yang  menandakan  
ramdhan  telah  berakhir.16Zakat  fitrah  dalam  buku  Fiqhuz  Zakaah  
 
14Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. h.2.  
15Ali Parman, Pengelolaan Zakat: Disertasi Contoh Perhitungannya (Makassar: 
Alauddin University Press, 2012)h. 261.  







menjelaskan  zakat  fitrah  ialah  zakat  yang  disebabkan  oleh  berbuka  
puasa  pada  bulan  ramadhan  atau  dapat  dikatan  pula  sedekah  
fitrah.17  
1) Syarat  wajib  zakat  fitrah 
a) Islam 
Zakat  fitrah  diwajibkan  hanya  pada  orang  yang  
beragama  Islam.  Zakat  fitrah  diwajibkam  pada  orang  
murtad  jika  ia  telah  kembali  ke  agama  Islam.  Sebab  
kepilikan  hartanya  tergantung  pada  masuk  Islamnya.  Hal  
ini  disebabkan  menurut  pendapat  pandangan  madzahab  
Syafi’i  jika  tetap  murtad  dia  tidak  diwajibkan  membayar  
zakat  fitrah. 
b) Menjumpai  dua  waktu 
Orang  itu  ada  sewaktu  terbenam  matahari  
penghabisan  bulan  ramadhan.  Sedangkan  yang  meninggal  
pada  waktu  ifthor  tidak  diwajinkan  mengeluarkan  zakat. 
c) Memiliki  kemampuan 
 






Mempunyai  kelebihan  harta  keperluan  makanan  
untuk  dirinya  sendiri  dan  orang  yang  berada  dalam  
tanggungjawabnya.18 
2) Waktu  pembayaran  zakat  fitrah 
 Waktu  wajib  membayar  zakat  fitrah  yaitu  sewaktu  
terbenam  matahari  pada  malam  hari  raya  idul  fitri.  Tetapi  
tidak  terdapat  larangan  apabila  membayar  sebelum  waktu  
tersebut,  asalkan  masih  dalam  hitungan  bulan  ramadhan.  
Adapun  waktu-waktu  tersebut  ialah  sebagai  berikut: 
a) Waktu  mubah  yakni  diawal  bulan  ramadhan  sampai  
penghabisan  bulan  ramadhan. 
b) Waktu  wajib  yakni  dari  penghabisan  terbenamnya  
matahari  bulan  ramadhan. 
c) Waktu  sunnah  yakni  selepas  shalat  subuh  sebelum  pergi  
shalat  idul  fitri. 
d) Waktu  makruh  yakni  membayar  zakat  selepas  shalat  idul  
fitri,  sebelum  terbenamnya  matahari  hari  raya  idul  fitri. 
e) Waktu  haram  yaitu  ditunaikan  setelah  terbenamnya  
matahari  pada  hari  raya  idul  fitri.19 
 
18El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Yogyakarta: Diva Press, 2013),h.144.  







b. Zakat  harta  atau  Zakat  Mal 
Lembaga penglolaan zakat dapat din berhasil apabila dapat 
memperluas cakupan harta wajib zakat, baik yang sifatnya tetap maupun 
tidak tetap. Diantaran jenis zakat pada era kontenporer adalah zakat 
pendapatan, saham dan obligasi sampai zakat properti.20  
Zakat  mal  berasal  dari  kata  tazkiah  yang  berarti  menyucikan  
harta  benda.  Zakat  mal  merupakan  zakat  yang  dimiliki  oleh  
seseorang  karena  telah  sampai  pada  nisabnya  atau  batas  seseorang  
harus  menunaikan  zakat.  Zakat  mal  adalah  bagian  dari  harta  
kekayaan  seseorang  yang  wajib  dikeluarkan  untuk  golongan  orang-
orang  tertentu  dalam  jumlah  minimal  tertentu. 21 
1) Syarat  wajib  zakat  mal: 
a) Islam 
b) Hak  milik 
c) Telah  mencapai  nisab 
d) Masa  memiliki  satu  tahun  kecuali  buah-buahan. 
2) Unsur-unsur  zakat  harta: 
 
20Mayyadah, Praktik Manajemen Zakat Persektif Hukum  slam (Analisis Komparatif 
Fikih da Fikih Kontenporer), Vol. 1, No. 1. 2019, 47. https://jurnal.uin-alauddin.ac.id 
(Diakses 21 Juni 2021). 







a) Orang  yang  menuanikan  zakat  (Muzakki) 
b) Harta  yang  wajib  dizakati 
c) Penerima  Zakat 
Golongan  yang  menerima  zakat  yakni  ada  8  yaitu  
adalah  faqir,  miskin,  amil,  muaalaf,  riqab,  gharim,  
sabilillah,  dan  ibnu  sabil. 
d) Amil 
Amil  adalah  pengelola  zakat  yang  diorganisasikan  
dalam  suatu  badan  atau  lembaga.22 
3) Jenis-jenis  zakat  mal 
a) Zakat  emas  dan  perak 
Zakat  emas  dan  perak  dihukumi  wajib  begitupun  
dengan  yang  berupa  mata  uang  kepingan  atau  bongkahan  
sesuai  dengan  syarat  sudah  sampai  satu  nisab  setelah  
dimiliki  selama  satu  tahun.  Adapun  zakat  yang  
dikeluarkan  yang  masuk  dalam  kategori  zakat  
perniagaan.23  Di  dalam  pasal  677  Kompilasi  Hukum  
Ekonomi  Syari’ah  dijelaskan  zakat  wajib  pada  emas  dan  
 
22Didin Hafinuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema  nsani, 
2002),h.93-121.  






perak,  apabila:  Pertama,  telah  melampaui  satu  haul.  
Kedua,  nisab  emas  85  gram  dan  nisab  perak  595  gram.  
Ketiga,  zakat  emas  dan  perak  2,5%.  Keempat,  tidak  
disyaratkan  emas  dan  perak  yang  dizakati  harus  dicetak  
atau  dibentuk. 
b) Zakat  uang 
Zakat  wajib  pada  uang  lokal  ataupun  uang  asing  
dan  seluruh  kertas-kertas  berharga  yang  senilai  dengan  
uang.  Harta-harta  yang  dapat  disimpan  dengan  ketentuan:  
Pertama,  harta-harta  tersebut  harus  mencapai  nisab  dan  
telah  melampaui  satu  haul.  Kedua,  harta  tersebut  senilai  
dengan  85  gram  emas.  Ketiga,  wajib  mengeluarkan  zakat  
2,5%. 
c) Zakat  perdagangan 
Zakat  perdagangan  merupakan  zakat  atas  transaksi  
barang  atau  jasa.  Zakat  perdagangan  mencakup  usaha  
industri,  usaha  perhotelan  dan  usaha  ekspor-impor,  
kontraktor,  real  estate,  percetakan  atau  penerbitan  
swalayan  maupun  supermarket. 
Harta  dagangan  yang  berupa  benda,  tempat  tinggal,  






diperdagangkan  termasuk  dalam  kategori  ini  menurut  
Madzhab  Maliki  adalah  perhiasan  yang  diperdagangkan.  
Besarnya  nisab  zakat  barang-brang  perdagangan  senilai  
dengan  85 gram  emas.24 
d) Zakat  madu  dan  sesuatu  yang  dihasilkan  dari  binatang 
Zakat  wajib  dikeluarkan  dari  madu  jika  telah  
mencapai  70kg  setelah  dikurangi  dari  biaya  produksi  
dengan  zakat  5%.  Zakat  diwajibkan  pula  pada  sesuatu  
yang  dihasilkan  dari  binatang  seperti  susu,  telur,  sarang  
burung,  sarang  dari  ulat  sutera  dan  sebagainya.  Dengan  
kadar  zakat  5%  setelah  dikurangi  dari  keperluan dan  biaya  
dari  usaha  tersebut. 
e) Zakat  profesi 
Zakat  profesi  merupakan  zakat  yang  dikeluarkan  
dari  hasil  usaha  yang  halal  dan  mendatangkan  uang  yang  
relatif  banyak  dengan  cara  yang  mudah,  baik  melalui  
keahlian  tertentu  ataupun  tidak.  Menurut  Amin  Rais  zakat  
terhadap  profesi  modern  perlu  ditingkatkan  sekitar  10%  
atau  20%.  Hal  ini  disebabkan  dari  begitu  mudahnya  
 
24Wahab Zuhaili, al-Fiqh qa Adillatuhu, Zakat Kajian Berbagai Madzhab, (Bandung: 






seseorang  dalam  menghasilkan  uang.25  Sedangkan  menurut  
Didin  Hafidhuddin  zakat  profesi  dapat  dianalogikan  pada  
dua  hal  yakni  zakat  pertanan  dan  zakat  emas  dan  perak.  
Jika  dianalogikan  dengan  zakat  pertanian,  maka  zakat  
yang  dikeuarkan  tidak  terdapat  ketentuan  haul,  dan  
nisabnya  senilai  653kg  padi  dan  waktu  mengeluarkan  
zakatnya  adalah  saat  menerima  gaji.  Sedangkan,  jika  
dianalogkan  dengan  zakat  emas  maka  zakat  diwajibkan  
2,5%  hal  ini  disebabkan  karena  gaji  diterim  dalm  bentu  
uang.26 
f) Zakat  pertanian 
Zakat  pertanian  merupakan  zakat  yang  dihasilkan  
oleh  tanaman-tanaman  yang  dimaksudkan  untuk  pertanian.  
Zakat  hasil  bumi  tidak  memiliki  haul  karena  sebab  kali  
panen  harus  dikeluarkan  zakatnya.  Dengan  mengeluarkan  
zakatnya  yakni  5%  jika  menggunakan  pengairan  yang  
diusahakan  sendiri,  dan  10%  jika  pengaiaran  diperoleh  
secara  alami. 
g) Zakat  barang  temuan  dan  hasil  tambang 
 
25Amin Rais, Cakrawala  slam:Antara Cinta dan Fakta, (Bandung: Mizan, 
1987),h.58.  







Barang  temuan  atau  rikaz  adalah  harta  simpanan  pada  
masa  dahulu  yang  terpendam  dalam  tanah  dan  tidak  ada  
yang  memiliki.  Sedangkan,  Barang  tambang  ialah  segala  
sesuatu  yang  berharga  yang  ditemukan  atau  dikeluarkan  
dari  bumi,  seperti  besi,  timah,  batu  bara,  nikel  dan  
sebagainya.  Zakat  wajib  dikeluarkan  20%  pada  keduanya. 
h) Hasil  ternak 
Hewan  ternak  yang  dimaksud  diantaranya  yakni:  
Pertama,  Zakat  dari  unta  yaitu  jika:  5-9  ekor  zakatnya,  
(1  ekor  kambing.  10-14  ekor,  zakatnya  (2  ekor  kambing).  
15-18  ekor,  zakatnya  (3  ekor  kambing).  20-24  ekor,  
zakatnya  (4  ekor  kambing).  25-35  ekor,  zakatnya  (1  ekor  
bintu  makhda  (unta  genap  1  tahun  sampai  2  tahun).  36-
45  ekor,  zakatnya  (1  ekor  bintu  labun  (genap  2  tahun  
masuk  3  tahun).  46-60  ekor,  zakatnya  1  ekor  hiqqah  
(genap  3  tahun  masuk  4  tahun).  61-75  ekor,  zakatnya  1  
ekor  jadza’ah  (genap  4  tahun  masuk  5  tahun).  76-90  ekor,  
zakatnya  1  ekor  labun.  91-120  lebih  ekor  unta,  zakatnya  
2  ekor  hiqqah  (genap  4  tahun  masuk  5  tahun),  1  ekor  
binyu  labun,  dan  2  ekor  hiqqah.  Kedua,  Sapi  dapun  
ketentuan  sapi  wajib  dizakati  pemiliknya  memiliki  30  ekor  
atau  lebih  dengan  ketentuan  yaitu:  30-39  ekor,  zakatnya  






sapi,  zakatnya  1  ekor  sapi  jantan/betina  masinnah  umur  2  
tahun.  60-69  ekor  sapi,  zakatnya  2  ekor  sapi  jantan/betina  
tabi’  umur  1  tahun.  70-79  ekor  sapi,  zakatnya  1  ekor  
sapi  musinnah/betina  tabi’.  80-89  ekor  sapi,  zakatnya  2  
ekor  sapi  musinnah.  Ketiga,  Kambing  seorang  muslim  
yang  memelihara  kambing  wajib  untuk  mengeluarkan  
zakat  ketika  jumlah  kambingnya  40  ekor  atau  lebih  
dengan  ketetuan  yaitu:  40-120  ekor  kambing,  zakatnya  1  
ekor  kambing  umur  2  tahun  atau  lebih.  121-200  ekor  
kambing,  zakatnya  2  ekor  kambing  umur  2  tahun  atau  
lebih.  201-399  ekor  kambing,  zakatnya  3  ekor  kambing  
umur  2  tahun  atau  lebih. 
3. Dalil  Kewajiban  Zakat 
Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  kewajiban  zakat  sangat  sentral  dalam  
agama  Islam,  dapat  kita  jumpai  bahwa  kewajiban  zakat  selalu  terpaut  
dengan  kewajiban  shalat.  Berikut  ini  dalil  kewajiban  zakat: 
a. Al-Qur’an 
1) QS.  Al-Baqarah/2:110,  sebagai  berikut: 
ُمْوا  َوَما     الزَّٰكوةَ   َوٰاتُوا  الصَّٰلوةَ   َواَِقْيُموا   ِانَّ     اللٰ ِ   ِعْندَ   َتَُِدْوهُ   َخْير   مِ نْ   ِِلَنْ ُفِسُكمْ   تُ َقدِ 








“Dan  dirikanlah  shalat  dan  tunaikanlah  zakat.  Dan  kebaikan  apa  
saja  yang  kamu  usahkan  bagi  dirimu,  tentu  kamu  akan  mendapatkan  
pahala  di  sisi  Allah  SWT.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Melihat  apa-apa  
yang  kamu  kerjakan.”27 
2) QS.  Maryam/9:31 
    َما  اَْينَ   ُمٰٰبًَكا  وََّجَعَلِنْ 
٣١  –    َحيًّا  ُدْمتُ   َما  َوالزَّٰكوةِ   ِِبلصَّٰلوةِ   َواَْوٰصِنْ   ُكْنُت   
Terjemahnya: 
“Dan  Dia  menjadikan  aku  seorang  yang  diberkati  dimana  saja  
aku  berada,  dan  Dia  memerintahkan  kepadaku  (mendirikan)  shalat  
dan  (menunaikan)  zakat  selama  aku  hidup.”28 
3) QS.  At-Taubah/9:103 
ُرُهمْ   َصَدَقةً   اَْمَواِلِِمْ   ِمنْ   ُخذْ  ْيِهمْ   ُتَطهِ     َوَصل ِ   ِِبَا  َوتُ زَكِ 
  َصٰلوَتكَ   ِانَّ   َعَلْيِهْم 
   َسَكنر 
ُْم  ْيعر   َواللٰ ُ   ِلَّ ١٠٣i  َعِلْيمر   َسَِ  
Terjemahnya: 
“Ambillah  zakat  sebagian  dari  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  
kamu  membersihkan  dan  menyucikan  mereka  dan  berdo’ala  untuk  
mereka.  Sesuangguhnya  doa  kamu  itu  menjadi  ketenteraman  jiwa  bagi  
mereka.  Dan  Allah  Maha  Mendengar  lagi  Maha  Mengetahui.”29 
 
27Kementerian Agama Republik  ndonesia. Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: 
Halim Publishing & Distributing, 2014),h.17.  
28 Kementerian Agama Republik  ndonesia. Qur’an dan Terjemahnya, (h. 307). 
29Kementerian Agama Republik  ndonesia. Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: 







a) Hadits  Riwayat  Bukhari 
يقَ   رضي  هللا  عنه  َكَتبَ   َله     ُ َوَعنْ   أََنسر   رضي  هللا  عنه   َأنَّ   َأِبَ   َبْكرر   اَلصِ دِ 
  ,َهِذهِ   َفرِيَضةُ   اَلصََّدَقةِ   اَلَِّت   فَ َرَضَها  َرُسولُ   َاللَِّ   صلى  هللا  عليه  وسلم  َعَلى  اَْلُمْسِلِميَ 
ِبلِ   َفَما  ُدوََنَا  اَْلَغَنمُ   ِف   ُكل ِ    َواَلَِّت   أََمرَ   َاللَُّ   ِِبَا  َرُسوَلهُ   ِف   أَْرَبعر   َوِعْشرِينَ   ِمنَ   َاْْلِ
  ََخْسر   َشاةر,  فَِإَذا  بَ َلَغتْ   ََخًْسا  َوِعْشرِينَ   ِإَل   ََخْسر   َوَثََلِثيَ   َفِفيَها  بِْنتُ   ََمَاضر   أُنْ َثى
ر   فَِإَذا  بَ َلَغتْ   ِستًّا  َوَثََلِثيَ   ِإَل   ََخْسر   َوأَْربَِعيَ   َفِفيَها   فَِإنْ   لَْ   َتُكنْ   فَاْبنُ   لَُبونر   ذََك
  بِْنتُ   لَُبونر   أُنْ َثى,  فَِإَذا  بَ َلَغتْ   ِستًّا  َوأَْربَِعيَ   ِإَل   ِستِ يَ   َفِفيَها  ِحقَّةر   َطُروَقةُ 
  َاْلََْملِ   فَِإَذا  بَ َلَغتْ   َواِحَدةً   َوِستِ يَ   ِإَل   ََخْسر   َوَسْبِعيَ   َفِفيَها  َجَذَعةر   فَِإَذا  بَ َلَغتْ 
,  فَِإَذا   بَ َلَغتْ   ِإْحَدى  َوِتْسِعيَ   ِإَل  َتا  لَُبونر   ِستًّا  َوَسْبِعيَ   ِإَل   ِتْسِعيَ   َفِفيَها  بِن ْ
  ِعْشرِينَ   َوِمائَةر   َفِفيَها  ِحقََّتانِ   َطُروقَ َتا  َاْلَْ َمِل,  فَِإَذا  زَاَدتْ   َعَلى  ِعْشرِينَ   َوِمائَةر   َفِفي 
,  َوِف   ُكل ِ   ََخِْسيَ   ِحقَّةر,  َوَمنْ   لَْ   َيُكنْ   َمَعهُ   ِإِلَّ   أَْرَبعر    ُكل ِ   أَْربَِعيَ   بِْنتُ   لَُبونر
َا  َوِف   َصَدَقةِ   اَْلَغَنمِ   َساِئَمِتَها  ِإَذا ِبلِ   فَ َلْيسَ   ِفيَها  َصَدَقةر   ِإِلَّ   َأنْ   َيَشاءَ   َرِبه   ِمنَ   َاْْلِ
  َكاَنتْ   أَْربَِعيَ   ِإَل   ِعْشرِينَ   َوِمائَةِ   َشاةر   َشاةر,  فَِإَذا  زَاَدتْ   َعَلى  ِعْشرِينَ   َوِمائَةر   ِإَل 
  ر ِمائَ َتْيِ   َفِفيَها  َشاََتِن,  فَِإَذا   زَاَدتْ   َعَلى   ِمائَ َتْيِ   ِإَل   َثََلمثِائَةر   َفِفيَها  َثََلثُ   ِشَياه
  فَِإَذا  زَاَدتْ   َعَلى  َثََلمثِائَةر   َفِفي  ُكل ِ   ِمائَةر   َشاةر،  فَِإَذا  َكاَنتْ   َساِئَمةُ   اَلرَُّجلِ   ََنِقَصةً   ِمنْ 
َا.  َوَِل   ُُيَْمعُ   َبْيَ    أَْربَِعيَ   َشاةر   َشاةً   َواِحَدةً   فَ َلْيسَ   ِفيَها  َصَدقَ ةر,  ِإِلَّ   َأنْ   َيَشاءَ   َرِبه
َُما    ُمتَ َفر ِقر   َوَِل   يُ َفرَّقُ   َبْيَ   ُُمَْتِمعر   َخْشَيةَ   اَلصََّدَقِة,  َوَما  َكانَ   ِمنْ   َخِليَطْيِ   فَِإَنَّ
نَ ُهَما  ِِبلسَِّويَِّة,  َوَِل   ُُيْرَجُ   ِف   اَلصََّدَقةِ   َهرَِمةر   َوَِل   َذاتُ   َعَوارر,  ِإِلَّ   َأنْ    َيََتَاَجَعانِ   بَ ي ْ
ُق،  َوِف   اَلر َِقةِ   رُبُعُ   اَْلُعْشِر,  فَِإنْ   لَْ   َتُكنْ   ِإِلَّ   ِتْسِعيَ   َوِمائَةً   فَ َلْيسَ    َيَشاءَ   اَْلُمصَّدِ 
ِبلِ   َصَدَقةُ   َاْلََْذَعةِ  َا,  َوَمنْ   بَ َلَغتْ   ِعْنَدهُ   ِمنَ   َاْْلِ   ِفيَها  َصَدَقةر   ِإِلَّ   َأنْ   َيَشاءَ   َرِبه
َا  تُ ْقَبلُ   ِمْنهُ   َاْْلِقَُّة,  َوَُيَْعلُ   َمَعَها  َشاَتْيِ    َولَْيَستْ   ِعْنَدهُ   َجَذَعةر   َوِعْنَدهُ   ِحقَّةر,  فَِإَنَّ






َا   تُ ْقَبلُ   ِمْنهُ   َاْلََْذَعُة,  َويُ ْعِطيهِ   اَْلُمصَّدِ قُ   ِعْشرِينَ    ِعْنَدهُ   َاْْلِقَُّة,  َوِعْنَدهُ   َاْلََْذَعُة,  فَِإَنَّ
 ِدْرََهًا  أَوْ   َشاَتْيِ   (    َرَواهُ   اَْلُبَخارِي  
Artinya:  
i“Dari  Anas  bahwa  Abu  Bakar  ash-Shiddiq  Radliyallaahu  'anhu  
menulis  surat  kepadanya:  Ini  adalah  kewajiban  zakat  yang  diwajibkan  
oleh  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  atas  kaum  muslimin.  
Yang  diperintahkan  Allah  atas  rasul-Nya  ialah  setiap  24  ekor  unta  ke  
bawah  wajib  mengeluarkan  kambing,  yaitu  setiap  kelipatan  lima  ekor  
unta  zakatnya  seekor  kambing.  Jika  mencapai  25  hingga  35  ekor  unta,  
zakatnya  seekor  anak  unta  betina  yang  umurnya  telah  menginjak  tahun  
kedua,  jika  tidak  ada  zakatnya  seekor  anak  unta  jantan  yang  umurnya  
telah  menginjak  tahun  ketiga.  Jika  mencapai  36  hingga  45  ekor  unta,  
zakatnya  seekor  anak  unta  betina  yang  umurnya  telah  menginjak  tahun  
ketiga.  Jika  mencapai  46  hingga  60  ekor  unta,  zakatnya  seekor  anak  
unta  betina  yang  umurnya  telah  masuk  tahun  keempat  dan  bisa  dikawini  
unta  jantan.  Jika  mencapai  61  hingga  75  ekor  unta,  zakatnya  seekor  
unta  betina  yang  umurnya  telah  masuk  tahun  kelima.  Jika  mencapai  
79  hingga  90  ekor  unta,  zakatnya  dua  ekor  anak  unta  betina  yang  
umurnya  telah  menginjak  tahun  kedua.  Jika  mencapai  91  hingga  120  
ekor  unta,  maka  setiap  40  ekor  zakatnya  seekor  anak  unta  betina  yang  
umurnya  masuk  tahun  ketiga  dan  setiap  50  ekor  zakatnya  seekor  unta  
betina  yang  umurnya  masuk  tahun  keempat.  Bagi  yang  hanya  memiliki  
4  ekor  unta,  tidak  wajib  atasnya  zakat  kecuali  bila  pemiliknya  
menginginkan.  Mengenai  zakat  kambing  yang  dilepas  mencari  makan  
sendiri,  jika  mencapai  40  hingga  120  ekor  kambing,  zakatnya  seekor  
kambing.  Jika  lebih  dari  120  hingga  200  ekor  kambing,  zakatnya  dua  
ekor  kambing.  Jika  lebih  dari  200  hingga  300  kambing,  zakatnya  tiga  
ekor  kambing.  Jika  lebih  dari  300  ekor  kambing,  maka  setiap  100  
ekor  zakatnya  seekor  kambing.  Apabila  jumlah  kambing  yang  dilepas  
mencari  makan  sendiri  kurang  dari  40  ekor,  maka  tidak  wajib  atasnya  
zakat  kecuali  jika  pemiliknya  menginginkan.  Tidak  boleh  dikumpulkan  
antara  hewan-hewan  ternak  terpisah  dan  tidak  boleh  dipisahkan  antara  
hewan-hewan  ternak  yang  terkumpul  karena  takut  mengeluarkan  zakat.  
Hewan  ternak  kumpulan  dari  dua  orang,  pada  waktu  zakat  harus  
kembali  dibagi  rata  antara  keduanya.  Tidak  boleh  dikeluarkan  untuk  
zakat  hewan  yang  tua  dan  yang  cacat,  dan  tidak  boleh  dikeluarkan  
yang  jantan  kecuali  jika  pemiliknya  menghendaki.  Tentang  zakat  perak,  
setiap  200  dirham  zakatnya  seperempatnya  (2  1/2%).  Jika  hanya  190  
dirham,  tidak  wajib  atasnya  zakat  kecuali  bila  pemiliknya  menghendaki.  
Barangsiapa  yang  jumlah  untanya  telah  wajib  mengeluarkan  seekor  unta  
betina  yang  seumurnya  masuk  tahun  kelima,  padahal  ia  tidak  
memilikinya  dan  ia  memiliki  unta  betina  yang  umurnya  masuk  tahun  
keempat,  maka  ia  boleh  mengeluarkannya  ditambah  dua  ekor  kambing  






mengeluarkan  seekor  anak  unta  betina  yang  umurnya  masuk  tahun  
keempat,  padahal  ia  tidak  memilikinya  dan  ia  memiliki  unta  betina  
yang  umurnya  masuk  tahun  kelima,  maka  ia  boleh  mengeluarkannya  
ditambah  20  dirham  atau  dua  ekor  kambing.”  (  Riwayat  Bukhari).30 
b) Hadits  Riwayat  Ibn  Majah 
ُهَما  قَاَل:  )  فَ َرضَ   َرُسولُ   َاللَِّ   صلى  هللا  عليه  وسلم   َعنِ   اِْبنِ   َعبَّاسر   َرِضيَ   َاللَُّ   َعن ْ
  زََكاةَ   اَْلِفْطِر;  طُْهَرةً   لِلصَّائِمِ   ِمنَ   اَللَّْغِو,  َوالرََّفِث,  َوطُْعَمةً   لِْلَمَساِكِي,  َفَمنْ   أَدَّاَها
    .قَ ْبلَ   اَلصَََّلةِ   َفِهيَ   زََكاةر   َمْقُبوَلةر,  َوَمنْ   أَدَّاَها  بَ ْعدَ   اَلصَََّلةِ   َفِهيَ   َصَدَقةر   ِمنَ   اَلصََّدقَاتِ 
 َرَواهُ   أَبُو  َداُوَد,  َواْبنُ   َماَجْه,  َوَصحََّحهُ   َاْْلَاِكم 
Artinya:  
i“Dari  Ibnu  Abbas  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah  
Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam  mewajibkan  zakat  fitrah  sebagai  
pembersih  bagi  orang  yang  berpuasa  dari  perkataan  yang  tidak  
berguna  dan  kotor,  dan  sebagai  makanan  bagi  orang-orang  miskin.  
Maka  barangsiapa  yang  mengeluarkannya  sebelum  sholat,  ia  menjadi  
zakat  yang  diterima  dan  barangsiapa  mengeluarkannya  setelah  sholat,  
ia  menjadi  sedekah  biasa.  (Riwayat  Abu  Dawud  dan  Ibnu  Majah)31 
4. Golongan  Penerima  Zakat 
Zakat memiliki peran yang sangat strategis bagi kehidupan umat  slam 
yang memiliki potensi besar dalam bentuk upaya menyejahterakan 
masyarakat. Hal  ni dapat dicapai apabila pengelolaan zakat dilakukan 
dengan cakap dan profesional oleh amil zakat. Amil zakat berfungsi 
 
30https://www.fiqihmuslim.com/2017/08/hadits-tentang-zakat.html (Diakses 27 
Maret 2021) 







menghimpun dan mendistribusikannya kepada golongan yang berhak 
menerima zakat.32 
 Adapun  golongan-golongan  yang  berhak  menerima  zakat  
berdasarkan  firman  Allah  SWT  dalam  QS.  At-Taubah/9:60  yaitu: 
َا  ۞ َها  َواْلَعاِمِلْيَ   َواْلَمٰسِكْيِ   لِْلُفَقرَۤاءِ   الصََّدٰقتُ   ِاَّنَّ   َوِف   قُ ُلْوُِبُمْ   َواْلُمَؤلََّفةِ   َعَلي ْ
    َحِكْيمر   َعِلْيمر   َواللٰ ُ   اللٰ ِ   مِ نَ   َفرِْيَضةً   السَِّبْيِل    َواْبنِ   اللٰ ِ   َسِبْيلِ   َوِفْ   َواْلَغارِِمْيَ   الر ِقَابِ 
٦٠ 
Terjemahnya: 
“Sesungguhnya  zakat-zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir,  
orang-orang  miskin,  pengurus-pengurus  zakat,  para  mua’allaf  yang  dibujuk  
hatinya  untuk  memerdekakan  budak,  orang-orang  yang  berhutang,  untuk  
jalan  Allah  SWT  dan  untuk  mereka  yang  sedang  dalam  perjalanan,  
sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan  Allah  SWT,  dan  Allah  SWT  
Maha  Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.”33 
Adapun  diantara  golongan  tersebut  adalah  sebagai  berikut: 
a. Fakir  yaitu  orang  yang  tidak  mempunyai  harta  benda  untuk  memenuhi  
kebutuhan  hidup  sehati-harinya.  Mereka  berhak  menerima  zakat  yang  
dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  selama  satu  tahun  penuh.34 
 
32Muhammad Haris Riyaldi, Mahda Yusra, Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki 
kepada Baitul Mal Aceh, Vol. 6 no. 1, 2020, h. 4. https://jurnal.uin-alauddin.ac.id (Diakses 
22 Juni 2021). 
33Kementerian Agama Republik  ndonesia. Quran dan Terjemahannya, (Surabaya: 
Halim Publishing & Distributing, 2014.h, 196. 
34Shahih bin Fauzan bin Abdullah, Ringkasan Fiqih Shahi Fauzan, (Jakarta: Pustaka 






b. Golongan  miskin  yaitu  mereka  yang  memiliki  harta  ataupun  usaha  
untuk  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  tetapi  tidak  memenuhi  
kebutuhan  dasar  hidup  berupa  pangan,  sandang,  papan. 
c. Amil  zakat  yaitu  panitia  yang  terdiri  dari  pengumpul-pengumpul  zakat,  
penjaga  gudang,  administrasi  zakat  dan  distributor  zakat. 
d. Muallaf  adalah  orang-orang  yang  awalnya  bukan  orang  Islam,  
kemudian  masuk  ke  dalam  agama  Islam  namun  hati  merka  masih  
lemah  dalam  memeluk  agama  Islam. 
e. Budak  yaitu  budak  yang  dijanjikan  oleh  tuannya  bahwa  ia dapat  
menebus  dirinya  sendiri,  maka  budak  tersebut  diberikan  zakat  untuk  
menebus  dirinya  sendiri. 
f. Orang  berhutang  (Gharim)  yaitu  orang  yang  memiliki utang  untuk  
kemashalahatan  umat  manusia,  sehingga  utangnya  melebihi  dari  harta  
benda  miliknya,  dan  orang-orang  yang  memiki  hutang  demi  
mendamaikan  orang  yang  berselisih. 
g. Sabilillah  yakni  suatu  jalan  untuk  menyampaikan  kita  kepada  Allah  
SWT  berupa  amal  saleh  dan  kepercayaan.  Seperti  orang  yang  
mendirikan  rumah  zakat,  sekolah,  panti  asuhan,  dan  lain-lain. 
h. Ibnu  sabil  yakni  orang  yang  hendak  berjalan  dari  negeri  tempat  
tinggalnya  yang  bertujuan  untuk  menyempurnakan  tuntunan  Islam. 
5. Tujuan  dan  Manfaat  Zakat 
a. Tujuan  zakat 







2) Membantu  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  penerima  zakat. 
3) Memupuk  tali  silaturahmi  sesama  umat  Islam,  dan  pada  umat  
manusia  pada  umumnya. 
4) Mengikis  sifat  kikir 
5) Membersihkan  sifat  iri  dan  dengki 
6) Menjembatangi  jurang  pemisah  antara  si  miskin  dan  si  kaya 
7) Mengembangkan  rasa  tanggungjawab  social 
8) Sebagai  sarana  pemerataan  pendapatan  untuk  mencapai  keadilan  
social.35 
b. Manfaat  zakat 
Sebagai  perwujudan  ketaatan  kepada  Allh  swt 
1) Untuk  menolong,  membantuidan  membina  fakir  miskin  agar  
hidupnya  lebih  baik 
2) Sebgai  salah  satu  sumber  dana  bagi  pembangunan  sarana  
maupun  prasarana 
3) Untuk  memasyarakatkan  etika  bisnis  yang  benar 
4) Sebgai  indikatir  utama  ketundukan  seseorang  terhadap  syari’at  
slam.36 
6. Pengelolaan  Zakat 
 
35Mila Sartika, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan 
Mustahiq pada LAZ Yayasan Peduli Sukarta, Vol.2 no.1, h 80. http://journal.uii.ac.id . (Diakses 







Pengelolaan  zakat  merupakan  suatu  kegiatan  perencanaan,  
pengorganisasian,  pelaksanaan  terhadap  pengumpulan  dan  
pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat.  Dalam  Undang-Undang  
Pengelolaan  Zakat  dijelaskan  bahwa  pengelolaan  zakat  memiliki  
tujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  bagi  masyarakat  dalam  
menunaikan  zakat  sesuai  dengan  tuntunan  agama  Islam  serta  
meningkatkan  fungsi  dan  peranan  pranata  keagamaan  dalam  upaya  
untuk  mewujudkan  masyarakat  dan  keadilan  sosial  dan  meningkatkan  
hasil  daya  guna  dari  zakat.37 
Adapun  bentuk-bentuk  pengelolaan  4zakat  adalah  sebagai  berikut: 
a. Pengumpulan  zakat 
Tata  cara  pengumpulan  zakat  diatur  dalam  Undang-Umdang  
Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  meliputi:  
Pertama,  pengumpulan  zakat  dilakukan  oleh  BAZNAS  dengan  
cara  menerima  atau  mengambil  dari  muzakki  dengan  
sepengetahuan  muzakki.  Kedua,  BAZNAS  dapat  bekerjasama  
dengan  bank  dalam  pengumpulan  zakat  harta  atas  permintaan  dari  
muzakki.  Ketiga,  BAZNAS  dapat  menerima  harta  selain  zakat  
seperti  infak,  sedekah,  hibah,  wasiat,  waris  dan  kafarat.  Keempat,  
muzakki    bisa  melakukan  perhitungan  sendiri  harta  dan  kewajiban  
zakatnya.  Kelima,  jika  muzakki    tidak  dapat  menghitung  sendiri  
 






harta  dan  kewajiban  zakatnya  maka  dapat  meminta  bantuan  pada  
BAZNAS.  Keenam,  zakat  yang  sudah  dibayarkan  pada  BAZNAS  
atau  LAZ  dikurangi  dari  laba  atau  pendapatan  sisi  kena  pajak  
dari  wajib  pajak  yang  bersangkutan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  
berlaku.   
b. Pendistribusian  zakat 
Manajemen  pendistribusian  zakat  yaitu  suatu  kegiatan  
perencanaan,  pengorganisasian,  pelaksanaan  dan  pengawasan  terhadap  
penyaluran  zakat.  Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal  25  Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat,  zakat  
wajib  didistribusikan  kepada  mustahik  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  
Pendistribusian  dilakukan  beradasarkan  skala  prioritas  dengan  
memperhatikan  prinsip  pemerataan,  keadilan  serta  kewilayahan.38 
c. Pemberdayaan  Zakat 
Pemberdayaan  adalah  upaya  memperkuat  posisi  sosial  dan  
ekonomi  dengan  tujuan  mencapai  penguatan  kemampuan  umat  melalui  
adanya  dana  bantuan  yang  pada  umumnya  berupa  bantuan  dan  zakat  
untuk  usaha  produktif,  sehingga  mustahik  mampu  meningkatkan  
 
38Tim Fokusmedia, Undang-Undang Pengeloaan Zakat dan Wakaf, (Surabaya: Fokus 






pendapatannya  dan  membayar  kewajiban  zakatnya  dari  hasil  usaha  
atas  pemberian  dana  zakat  produktif  yang  diberikan. 
Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif  dalam  
rangka  penanganan  fakir  miskin  dan  peningkatan  kualitas  umat.  
Pendayagunaan  zakat  untuk  usaha  produktif  dilakukan  apabila  
kebutuhan  dasar  mustahik  telah  terpenuhi.  
D. BAZNAS 
Kelembagaan  zakat  di  Indonesia  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  
23  Tahun  2011  yakni  meliputi  badan  amil  zakat  dan  lembaga  amill  zakat.  
Badan  amil  zakat  adalah  organisasi  pengelola  zakat  yang  dibuat  oleh  
pemerintah,  dari  level  pemerintah  pusat  sampai  pada  pemerintah  daerah  
(kecamatan).  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  merupakan  badan  resmi  
yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  menghimpun  dan  
menyalurkan  zakat,  infak,  dan  sedekah  pada  level  nasional. Dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan zakat, maka keberadaan BAZNAS secara sosiologis diterima 
oleh umat  Islam, dan eksistensinya didasarkan pada kekuatan yuridis formal. 
Dengan demikian eksistensi BAZNAS memiliki legalitas formal dan memberikan 






perwujudan dari aspirasi umat  Islam  Indonesia yang memiliki fungsi sebagai 
sarana dalam proses pelaksanaan  badah zakat.39 
Pasal  1  ayat  7  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  
Pengelolaan  Zakat  menyebutkan  bahwa  “Badan  Amil  Zakat  Nasional  
merupakan  pengelolaan  zakat  secara  resmi”.40  Sedangkan  di  pasal  15  ayat  
1  dikemukakan  bahwa  “Dalam  rangka  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  pada  
tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota  dibentuk  BAZNAS  provinsi  dan  
BAZNAS  kabupaten/kota”.41  Pada  semua  tingkatan  badan  amil  zakat    
memiliki  hubungan  kerjasama  yang  bersifat  koordinatif,  konsultatif  dan  
informatif. Dalam rangka sosialisasi dari adanya BAZNAS, strategi yang 
dilakukan yakni menggunakan media cetak, media elektronik sebagai bahan 
promosi kepada lembaga pemerintahan, badan keuanagan dan majelis ta’lim.42 
1. Fungsi  BAZNAS 
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011,  fungsi  
BAZNAS  meliputi: 
 
39Khaeriya, Hamzah Hasan, Ekonomi Zakat di  ndonesia: Kinerja Pengelolaan Zakat 
Kontenporer dalam Peningkatan Kehidupan Sosial Ekonomi Religius Mustahik, (Makassar: 
Alauddin Press, 2011)h. 5-6.  
40Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. h. 2.  
41Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. h. 4.  
42Della Fadhilatunnisa,  Infak dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kajian 
Akuntasi Syari’ah. Vol.6 no.2. 2020. https://jurnal.uin-alauddin.ac.id (Diakses pada tanggal 






a. Perencanaan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  
zakat. 
b. Pelaksanan  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat. 
c. Pengendalian  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan  
zakat. 
d. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengelolaan  zakat. 
2. Tugas  Pokok  BAZNAS 
Tugas  pokok  dari  BAZNAS  yakni  untuk  merealisasikan  misi  
BAZNAS  yakni: 
a. Meningkatkan  kesadaran  umat  untuk  menunaikan  zakat 
b. Mengarahkan  masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan  baik  fisik  
maupun  non  fisik  melalui  adanya  pendayagunaan  zakat. 
c. Meningkatkan  status  mustahik  menjadi  muzakki  melalui  pemulihan,  
peningkatan  kualitas  dari  sumberdaya  manusia,  dan  pengembangan  
ekonomi  masyarakat. 
d. Mengembankan  manajeman  amanah,  profesional  dan  trasparan  
dalam  mengola  zakat. 
e. Menjangkau  muzakki  dan  mustahik. 
f. Memperkuat  jaringan  antar  organisasi  pengelola  zakat. 






Dalam  melaksanakan  tugasnya  BAZNAS  memiki  kewenangan,  
diantaranya  yakni: 
a. Menghimpun  dan  mendistribusikan  serta  mendayagunakan  zakat. 
b. Memberikan  rekomendasi  dalam  rangka  pembentukan  BAZNAS    
provinsi,  BAZNAS  Kabupaten/Kota  dan  LAZ. 
c. Meminta  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  infak  dan  dana  



























       Zakat Fitrah/Jiwa         Zakat Harta/Mal 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
penelitian deskriptif kualitatif yaitu: penelitian yang bertujuan untuk 
menjelaskan fenomena social atau suatu peristiwa. Penelitian kualitatif 
berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data yang 
diperoleh dari responden atau menganalisa dan peneliti bertinjak sebagai 
seorang pengamat.1 
Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai 
kondisi, sebagai situasi dan berbagai fenomena reaita social yang ada di 
masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berusaha menarik realitas 
kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter dan model, tanda dan gambaran 
kondisi situasi dan fenomena tentang Tinjauan  Hukum Islam  Mengenai 









2. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh informasi pengumpulan data yang di butuhkan 
dalam menyusun proposal penelitian skripsi juga dilakukan di wilayah 
BAZNAS Kabupaten Wajo. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 
sebagai berikut: 
Pendekataniteologi normatif yaitu upaya memahami agama dengan 
menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan 
bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling 
benar dibandingkan dengan yang lainnya. 
Pendekataniyuridis yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan secara 
yuridis, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang 
merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulisidari responden 
lapangan2. Yaitu Kepala Baznas Kabupaten Wajo dan tokoh-tokoh 
masyarakat kabupaten. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur seperti buku, 
jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta  jiberbagai 
sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 
 





D. Metode Pengumpulan Data 
 Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain, menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Observasi  
Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek untuk memahami 
pengetahuan dari suatu kejadian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.3 
2. Wawancara  
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti 
denganiresponden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab 
dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimic responden merupakan 
pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.4 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan menganalisis 
suatu dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis atau gambar. 
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 
berupa catatan , transkip, buku, surat kabar dan sebagainya.5 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian. Adapun instrument penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
1. Peneliti Sendiri 
 
3Hadani Nabawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gaja Mada University 
Press:1990),h.100. 
4W. Gulo. Metode Penelitian, (Pt Grasindo:Jakarta 2005), h.119. 




Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrument utama pengumpulan 
data adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, 
bertanya, mendengar,meminta dan mengambil data penelitian. 
2. Pedoman Wawancara/daftar Pertanyaan 
Daftar pertanyaan adalah pegangan yang akan ditanyakan nantinya 
pada saat melakukan wawancara kepada narasumber. 
3. Handphone untuk dokumentasi dan recording 
Handphone adalah sebuah alat yang digunakan untuk membentuk, 
mengambil atau merekam suatu bayangan atau gambar. 
4. Alat tulis 
Alat tulis adalah peralatan yang dipergunakan untuk menuliskan atau 
menorehkan tanda atau bentuk di atas suatu permukaan. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik pengolahan data  
a. Klarifikasi data yaitu proses pengolahan data guna mencapai efektifitas 
keabsahan data. Seperti memilah-milah atau memisah-misahkan data 
berdasarkan jenis, bentuk, tujuan dan lainnya. 
b. Reduksi data yaitu mengurangi data yang lebih atau data yang tidak 
relavan/berkaitan dan menambah data yang diperlukan. 
c. Editing data yaitu proses memeriksa kembali data yang telah 
dikumpulkan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut 
cukup baik dan dapat di olah dengan baik. 
2. Analisis 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 




pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 
memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada orang lain. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validasi 
dan reliabilitas. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain 
digunakan untuk menyangga balik yang di tuduhkan kepada peneliti kualitatif 
yang mengatakan tidak ilmiah. Agar data dalam penelitian dapat 
dipertanggung jawabkan sebagai peneliti ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan 
data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu: 
1. Creadibility  
Uji creadibility (kreadibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian yang disajikan agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 
diragukan sebagai suatu karya ilmiah. 
2. Transferability 
Transferability merupakan validasi eksternal dalam penelitian 
kualitatif. Validasi eksternal menunjukan derajat ketetapan atau dapat di 
terapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel di ambil. 
3. Dependability  
Pengujian dependability dilakukan dengancara melakukan audit 
terhadap keseluruhan proses penelitian, dengan cara auditor yang 
independent mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti 
dalam melakukan penelitian. 
4. Comfirmability 
Uji comfirmability berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan 
dengan proses yang telah di lakukan. Apabila hasil penelitian yang berkaitan 




fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 





EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS 
KABUPATEN WAJO) 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kabupaten Wajo 
 Kabupaten Wajo yang beribukotakan Sengkang, terletak di bagian 
tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari ibu kota Provinsi, 
memanjang pada arah laut tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi 
geografis antara 3’39’-4’16’ Lintang Selatan dan 11’53’120’27’ Bujur Timur. 
Adapun batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 
• Sebelah Utara: Kabupeten Luwu dan Kabupaten Sidrap 
• Sebelah Timur: Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng 
• Sebelah Selatan: Teluk Bone 
• Sebelah Barat: Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap 
 Luas wilayahnya adalah 2.506,19 km² atau sekitar 4,01% dari luas 
provinsi Sulawesi Selatan dengan 14  Kecamatan yaitu: Sabbangparu, Tempe, 
Pammana, Bola, Takkalalla, Sajoanging, Penrang, Majauleng, Tanasitolo, 
Belawa, Maniangpajo, Gilireng, Keera, dan Pitumpanua. Secara keseluruhan 
terbentuk 48 wilayah yang berstatus kelurahan dan 128 wilayah yang berstatus 
desa perdagangan dan dunia usaha yang cukup berkompetisi terutama di bidang 






penduduk Kabupaten Wajo paling padat terletak di Kecamatan Tempe yang 
merupakan tempat ibu kota kabupaten dengan jumlah 62.038 jiwa dan daerah 
yang jumlah penduduknya sedikit dibandingkan daerah lain terdapat di 
Kecamatan Gilireng dengan jumlah 11.074 jiwa. Tidak meratanya 
pertumbuhan penduduk pada setiap kecamatan disebabkan karena masyarakat 
lebih terpusat di ibu kota dalam hal ini di Kacamatan Tempe karena masih 
tersedianya lahan cukup huni dan di kawasan ini dilengkapi prasarana yang 
cukup berkembang sehingga mendorong sebagian penduduk yang 
berpenghasilan menengah ke bawah untuk bertempat tinggal di Kawasan ini.1 
Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang makin meningkat 
memerlukan langkah yang strategis dalam pemenuhannya. Dalam hal 
pemenuhannya subtansi penting itu adalah pekerjaan yang menjadi jaminan 
akan pemenuhan kebutuhan hidup. Para pencari kerja dari tahun ke tahun makin 
meningkat seiring dengan adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Tingginya angka masyarakat yang tidak produktif  disebabkan oleh 
pertumbuhan sector industr, dimana perdagangan dan jasa yang belum mampu 
menyerap semua tenaga kerja, yang umumnya tidak memiliki keterampilan dan 
pendidikan yang memadai. Kondisi ini berdampak pada kegiatan pembangunan 
perekonomian dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo. 
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo 
a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 
Wajo. 
 






Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat menandai besarnya perhatian pemerintah terhadap 
pengelolaan dan pengembang zakat. Di dalam undang-undang tersebut 
terdapat dua jenis organisasi pengelolaan zakat yakni Badan Amil Zakat 
(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh 
pemerintah. 
Pada tanggal 27 Oktober 2011, DRP RI menyetujui undang-undang 
pengelolaan zakat yang menjadi penggati Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 yang kemudian diundangkan pada 25 November 2011. Di 
dalam undang-undang ini menetapkan tentang tujuan dari pengelolaan 
zakat, yakni: 
1) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam 
pengelolaan zakat. 
2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
Dalam rangka tercapainya tujuan tersebut, Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 mengatur bahwa kelembagaan pengelolaan zakat harus 
terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinasi seluruh pengelolaan 
zakat, baik itu BAZNAS daerah maupun Lembaga Amil Zakat. 
  Khusunya di daerah Kabupaten Wajo, pemerintah telah 
melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang 
Pengelolaan Zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat Daerah 






Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian kepengurusan 
BAZDA tergantikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian 
BAZDA digantikan menjadi BAZNAS pada tahun 2015 yang 
kepengurusannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. 
Sejalan dengan BAZNAS pusat menjadikan dalam  kurun waktu 
2016-2020 sebagai waktu kebangkitan zakat, hal ini yang mendorong 
BAZNAS Kabupaten Wajo untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan 
pengelolaan zakat di Kabupaten Wajo. Kebangkitan zakat ini merupakan 
sebuah momentum untuk menjadikan zakat sebagai pilar 
pemodernisasian kesenjangan social, pembangkitan ekonomi 
kerakyatan, terobosan dalam penanggulangan kemiskinan, dan 
pembangunan sumber pendanaan pembangunan kesejathteraan umat di 
luar APBN/APBD. Dalam hal mencapai kebangkitan zakat dibutuhkan 
kesadaran kolektif dari pelaku perzakatan di Kabupaten Wajo, 
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan amil, serta implementasi 
regulasi zakat nasional.  
b. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo. 
1) Visi Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo Terwujudnya pengelolaan 
zakat yang amanah, trasparan, akuntabilitas dan professional menuju 
masyarakat Wajo yang madani. Dengan slogan, “Kita peduli kita bias 
atasi: peduli berbagai zakat, infaq dan sedekah kita bisa atasi 






2) Misi Badan Amil Zakat Kabupaten Wajo. Adapun misi dari 
BAZNAS Kabupaten Wajo, yakni: 
a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil 
zakat. 
b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq 
dan sedekah sesuai dengan ketentuan Syariah dengan prinsip 
manajemen modern yang berbasis teknologi. 
c) Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana 
sesuai kebutuhan kelembagaan dan operasinal dalam 
pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. 
d) Menumbuhkembangkan sumber daya manusia/SDM Amil 
zakat, infaq dan sedekah. 
e) Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat dan 
pengelolaan zakat, infaq dan sedekah bagi kepentingan badah 
dan umat untuk penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan 
masyarakat. 
 
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo 
 Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh 
umat Islam yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan 
dalam pengelolaan zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
penanggulanga kemiskinan. Potensi besar dari adanya zakat ini kemudian dibuatlah 






kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Pengelolaan Zakat. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai proses 
pembayaran zakat atau pengumpulan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS. 
  Berdasarkan  wawancara yang dilakukan dengan  H. A. Syahrulyali Razak 
selaku ketua BAZNAS Kabupaten Wajo beliau mengatakan bahwa: 
 
Adapun zakat yang dapat dibayarkan di BAZNAS Kabupaten Wajo 
dibagi kepada dua kelompok yaitu zakat fitrah yang dibayarkan pada saat 
bulan ramadhan, zakat fitrah dapat dibayarkan dengan cara membawa 
makanan pokok seperti beras ke kantor dan dapat pula diuangkan. Jenis 
zakat yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat harta dapat 
dibayarkan ketika kepemilikan harta telah mencapai nishabnya, zakat mal 
meliputi zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertambangan, hasil 
pertanian, ternak, emas, perak dan sebagainya. Pada proses pembayaran 
zakat mal, masyarakat dapat menghitung sendiri zakatnya dan dapat pula 
dihitungkan oleh pihak BAZNAS. Proses pembayaran zakat di BAZNAS 
Kabupaten Wajo dapat dilaksanakan dengan cara datang lansung ke 
kantor BAZNAS Kabupaten Wajo yang beralamatkan di Kandepag 
Kabupaten Wajo jalan Akasia Sengkang, Kelurahan Bulupabulu, 
Kecamatan Tempe, dan dapat pula dibayarkan secara online melalui email 
baznaskab.wajo@baznas.go.id. Nomor telepon 0485-21039.2  
 
 Penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo terbagi menjadi dua, yakni 
pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian yaitu suatu kegiatan 
penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karikatif, dan berorientasi pada 
pemenuhan kebutuhan yang mendesak oleh mustahik dalam jangka pendek. 
Pendayagunaan merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, 
memberdayakan dan berupaya dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki 
mustahik sehingga mustahik mempunyai daya tahan yang baik pada jagka panjang.  
 






 Dalam teknis pendistribusiannya, dana zakat disalurkan melalui program-
program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Wajo, berdasarkan wawancara 
dengan Irvan Jaya selaku kepala sekretariat BAZNAS Kabupaten Wajo, yaitu:  
 
Dalam proses pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Wajo memiliki 
program-program diantaranya: Wajo Cerdas, Wajo Peduli, Wajo Taqwa, 
Wajo Sehat, Wajo Sejahtera. Pada program Wajo Cerdas, BAZNAS 
menyalurkan bantuan dana melalui program beasiswa kepada siswa dan 
mahasiswa yang putus sekolah karena faktor eko   nomi. Pada program 
Wajo Sehat, BAZNAS membantu membiayai perawatan rumah sakit 
beserta obat-obatan bagi masyarakat yang miskin. Pada program Wajo 
Peduli, BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan zakat melalui bantuan 
kepada korban bencana alam seperti banjir bandang yang terjadi di 
Padduppa tahun 2020. Pada program Wajo Taqwa, BAZNAS Kabupaten 
Wajo menyalurkan zakat dengan bantuan dana yang diberikan kepada 
mahasantri Ma’had Aly As’adiyah dalam rangka khutbah di pelosok desa 
yang ada di Kabupaten Wajo. Dan pada program Wajo Sejahtera, 
BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan zakat melalui bantuan bedah 
rumah kepada masyarakat miskin.3 
 
  Program Wajo Cerdas, BAZNAS Kabupaten Wajo menyalurkan bantuan dana 
pendidikan seperti beasiswa. Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada 
Asmawati Tahang sebagai salahsatu penerima bantuan zakat oleh BAZNAS 
Kabupaten Wajo, ia menuturkan bahwa: 
 
Beasiswa yang diberikan kepada saya berupa uang tunai untuk 
pembayaran spp persemester yang awalnya Rp. 1. 500.000 rupiah. Dan 
sekarang sudah Rp. 1. 900.000 Rupiah. Bantuan yang diberikan sangat 
membantu saya untuk tetap melanjutkan pendidikan di IAI As’adiyah 
Sengkang dalam program S1.4 
 
3Irvan Jaya, BAZNAS Kabupaten Wajo, Wawancara, Wajo. 10 Juni 202  






 Adapun program-program yang dilaksanakan dalam bentuk pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1. Program Wajo Sehat 
 Program Wajo Sehat merupakan program yang dilaksanakan oleh 
BAZNAS Kabupaten Wajo dalam rangka pendistribusian zakat kepada asnaf 
miskin. Dalam programnya BAZNAS telah bekerjasama dengan Rumah Sakit 
Umum Daerah Kabupaten Wajo dan Rumah Sakit Umum Siwa. Program 
berbentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang masuk 
rumah sakit namun terkendala biaya pengobatan. BAZNAS Kabupaten Wajo 
memberikan bantuan tersebut dalam anggaran biaya pengobatan dan biaya 
lainnya. Anggaran dana zakat yang digunakan yaitu Rp. 1. 558. 680. 450, 00 
Rupiah dengan jumlah Muztahik 154 orang. 
2. Program Wajo Cerdas 
 Program ini berbentuk kegiatan berupa pemberian beasiswa kepada 
mahasiswa dan siswa yang terkendala dengan biaya pendidikan. Beasiwa 
diberikan dalam bentuk uang tunai. Anggaran yang digunakan mencapai Rp. 
150.000.000,00 dengan jumlah Muztahik 80 orang. 
3. Program Wajo Sejahtera  
 Program Wajo Sejahtera merupakan program penyaluran zakat yang 
berbentuk kegiatan bantuan Bedah Rumah yang dilaksanakan oleh BAZNAS 
Kabupaten Wajo dengan jumlah anggaran Rp. 500.000.000,00 dengan jumlah 






4. Program Wajo Taqwa  
 Program Wajo Taqwa merupakam program penyaluran zakat yang 
berbentuk kegiatan Bantuan Langsung kepada dai yang hendak melaksanakan 
perjalanan ke tempat ceramah namun terkendala biaya operasional dan 
diberikan juga kepada marbot-marbot masjid. Dengan anggaran 
170.000.000,00 dengan jumlah Mustahik 135 orang di tahun 2020. 
5. Wajo Peduli  
 Program Wajo Peduli merupakan program penyaluran dana zakat 
melalui kegiatan berupa Bantuan Dana Bencana Alam dan Kegiatan Pergeseran 
Aqidah, dengan jumlah anggaran mencapai Rp.1. 550.000.000,00 dengan 
jumlah Muzakki 350 orang. 
 Adapun rekapitulasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 
2019-2021 adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.1 
Data Muzakki  BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2019 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 
1 Muzakki  UPZ Instansi  513 564.239.056,50 
2 Muzakki Perorangan  44 85.616.384,00 








Data Mustahik  BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2019 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 
1 Mustahik 2019 2256 627.783.608,00 
 Total 2.256 627.738.608 
 
Tabel 1.3 
Data Muzakki  BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2020 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 
1 Muzakki UPZ Instansi dan 
Zakat Fitrah 
161.193 4.680.117.984,50 
2 Muzakki UPZ Kecamatan 9 1.861.805,00 
3 Muzakki Perorangan 61 155.788.798,00 
 Total 161. 263 4.837.768.587,50 
 
Tabel 1.4 
Data Mustahik  BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2020 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 
1 Mustahik Tahun 2020 58.635 4.982.086.068,00 








Data Muzakki BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2021 Semester I 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 









4 Muzakki Zakat 
Fitrah 
839 23.712.000,00 
5 Muzakki Fidyah 6 2.900.000,00 
 Total 1613 594.465.140,50 
 
Tabel 1.6 
Data Mustahik  BAZNAS Kabupaten Wajo Tahun 2021 Semester I 
No Uraian Jumlah (Orang) Jumlah (Rp) 
1 Mustahik Tahun 
2021 
4.351 581.061.500,00 







C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Wajo 
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat di Kabupaten Wajo sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan ketua 
BAZNAS Kabupaten Wajo H. A. Syahrulyali Razak beliau menuturkan bahwa: 
 
Ada tiga faktor penghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 yakni: Kuranya informasi mengenai keberadaan BAZNAS, 
banyaknya LAZ baru yang dibentuk oleh Ormas Islam, kurangnya Unit 
Pengumpulan Zakat (UPZ) yang terbentuk.5 
Yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Kurangnya informasi Tentang BAZNAS 
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan 
Zakat menyebutkan bahwa BAZNAS merupakan Lembaga yang berwenang 
melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Kurangnya informasi 
mengenai wewenang pengelolaan zakat membuat masyarakat belum membayar 
zakat mereka di BAZNAS. Factor penghambat terlaksananya Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 yaitu karena terbatasnya informasi masyarakat 
mengenai adanya BAZNAS, dimana BAZNAS merupakan lembaga yang 
dibentuk oleh pemerintah yang berwenang untuk mengumpulkan dan 
mendistribusikan zakat. Beliau melanjutkan kurangnya informasi tersebut 
dikarenakan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang berada di 
dalam pelosok desa, hal ni dikarenakan masih terbatasnya akses staf BAZNAS 
 






ke pelosok karena minimnya dana operasional. Karena BAZNAS tidak 
mendapatkan APBD dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo yang 
menyebabkan belum sejahteranya pegawai dan staf BAZNAS. Upa atau gaji 
yang dibenarkan kepada pegawai BAZNAS merupakan hak amil yang 10% dan 
dibagi-bagi, ini sekiranya tidak cukup untuk menunjang kinerja amil zakat 
mengingat masih kurangya Muzakki. 
2. Banyaknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terbentuk 
 LAZ atau Lembaga Amil Zakat non struktual yakni LAZ yang dibentuk 
oleh organisasi Islam menyebabkan terjadinya perbedaan masyarakat untuk 
menunaikan zakatnya. LAZ bertugas untuk mengelola, mengumpulkan dan 
kemudian mendistribusikannya serta mengatur segala urusan zakat dan 
sedekah. 
3. Kebiasaan Masyarakat Membayar Zakat kepada Imam Masjid 
   Masyarakat cenderung masih membayar zakat pada mam masjid, 
namun imam masjid masih banyak yang belum terdaftar sebagai UPZ. Hal ini 
masih banyak imam masjid yang menolak untuk dibentuk sebagai UPZ oleh 
BAZNAS Kabupaten Wajo. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan imam 
masjid dalam pencatatan zakat.  
 Adapun factor pendukung terlaksananya 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di 
BAZNAS Kabupaten Wajo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagaimana hasil 
wawancara dengan ketua BAZNAS beliau menuturkan: 
Setidanya ada 3 faktor pendukung masyarakat berzakat di 
BAZNAS,yakni: Legalitas keberadaan BAZNAS Kabupaten  Wajo 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 






adanya asas manfaat yang diberikan kepada muzakki  dan para mustahik. 
Trasparansi informasi yang mudah diakses oleh Muzakki.6 
Yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Legalitas keberadaan BAZNAS  
 Keberadaan BAZNAS di Kabupaten Wajo jelas sebagai Lembaga 
pemerintahan nonstructural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Pengelolan Zakat dan di dalam Perda Kabupaten Wajo 
Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Zakat. 
2. Asas Manfaat 
  Keberadaan BAZNAS melalui program-program yang dilaksanan 
dalam rangka pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki daya manfaat 
bagi Mustahik dan Muzakki, yakni Mustahik dapat mengeluarkan zakatnya 
dengan aman karena telah dikelola oleh lembaga zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah. Dan untuk Mustahik dapat memanfaatkan dana dari bantuan zakat 
untuk menunjang kehidupannya. 
3. Trasparansi Informasi  
 Pihak BAZNAS dinilai trasparan dalam hal informasi mengenai 
penyaluran dana zakat yang dikekola oleh BAZNAS dengan para Muzakki 
melalui system Simba. System Simba merupakan bentuk pengimpunan data 
yang diperoleh dari muzakki yang kemudian muzakki mendapatkan Nomor 
Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Muzakki yang mendapatkan NPWZ selanjutnya 
akan mendapat notifikasi berupa SMS dan email setiap bulannya. NPWZ ini 
 






dapat diperlihatkan ketika pembayaran zakat, sehingga muzakki sudah tidak 
perlu lagi membayar pajak. Implementasi zakat sebagai suatu pengurang 
penghasilan kena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam rangka 
mewujudkan system pengelolaan zakat yang efektif guna meningkatkan 
keinginan muzakki untuk membayar zakat. 
 
D. Pandangan Masyarakat di Kabupaten Wajo Tentang Kewajiban Zakat 
 Zakat merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan sama halnya dengan 
kewajiban mendirikan shalat. Tak jarang ditemui di dalam Al-Qur’an perintah 
mengeluarkan zakat selalu beriringan dengan perintah shalat. Perintah zakat 
memiliki persyaratan untuk dikeluarkan, yakni setelah harta yang mencapai nishab 
zakat dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun. Persyaratan 
inilah yang menyebabkan tidak semua umat Islam memiliki kewajiban untuk 
menunaikan zakat mal.  
 Pemahaman masyarakat Kabupaten Wajo mengenai kewajiban zakat, 
berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Sulaeman Nyampa selaku 
Direktur Lazismu beliau mengatakan bahwa: 
 
Kewajiban zakat sama dengan kewajiban shalat, namun hal ni masih 
kurang dipahami oleh sebagian masyarakat Kabupaten Wajo. Karena 
masyarakat tidak tau mengenai berapa besaran nilai zakat harta baru 
kemudian dapat dikeluarkan zakatnya, sehingga masyarakat lebih 
cenderung untuk mengeluarkan sedekah di masjid-masjid tempat mereka 
tinggal, dan cenderung menyamakan zakat dengan sedekah. Dan adanya 
masyarakat yang masih menyepelekan zakat. Kewajiban berzakat pun 
juga belum ditunaikan oleh semua ASN yang ada di Kabupaten Wajo.7 
  
 






 Menurut Alwi Muhammad seorang tokoh Nahdatul Ulama, dalam wawancara 
yang dilakukankan dengan beliau mengatakan bahwa: 
 
Disamping zakat merupakan kewajiban bagi umat slam, zakat juga 
memiliki potensi dalam pengembangan nilai ekonomi masyarakat. Zakat 
jika dikelola dengan baik kedepannya dapat mengentaskan kemiskinan. 
Zakat fitrah sudah disadari benar oleh masyarakat kabupaten Wajo. 
Namun, berbeda halnya dengan zakat harta, sebagian masyarakat belum 
paham mengenai persyaratannya, dan cara mengeluarkannya. Begitupun 
dengan ASN masih kurang sadar dan cenderung menolak mengeluarkan 
zakat penghasilannya dengan alasan banyak cicilan.8  
 
 Wawancara yang dilakukan dengan H. Sukri seorang petani, beliau mengatakan 
bahwa: 
 
Saya tidak tau berapa besaran yang keluarkan untuk zakat rumput laut, 
sehingga saya hanya membayar sedekah saja ke masjid karena lebih 
mudah dan sudah terbiasa melakukannya di sana, bukan di BAZNAS 
karena saya tidak tau apa tu BAZNAS, dan bagaimana  cara berzakat di 
Lembaga tu.9 
    Pada umumya, masyarakat Kabupaten Wajo telah sadar betul dengan adanya 
kewajiban mengeluarkan zakat. Namun, kebiasaan masyarakat awam pada umunya 
yang berada di pelosok desa cenderung masih membayarkan zakat mereka di masjid. 
Karena keterbatasan informasi mengenai adanya Lembaga zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah yaitu BAZNAS. Hal ini dikarenakan minimnya dan operasional sehingga 
sosialisasi terkait adanya BAZNAS belum menyeluruh di daerah  Kabupaten Wajo.  
 
8Alwi Muhammad, tokoh masyarakat, wawancara, Wajo, 9 Juni 2021.  






 Peranan pemerintah dalam ikut serta untuk sosialisasi adanya BAZNAS belum 
cukup optimal, sehingga ASN masih banyak yang belum mengeluarkan zakat 
penghasilannya. Dan pemerintah juga tidak memberikan bantuan APBD sesuai dengan 
Perda Kabupaten Wajo hal ini menyebabkan belum sejahteranya staf dan pegawai 
BAZNAS yang memengaruhi SDM daripadanya. 
 Zakat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sebagimana diwajibkannya 
shalat, puasa dan berhaji. Meskipun dalam hal pengeluaran zakatnya terdapat syarat-
sayarat yang harus terpenuhi khusunya pada zakat harta. Zakat memiliki potensi besar 
dalam mengentaskan kemiskinan dan eksistensi zakat pun kini memiliki begitu 
dipertahikan oleh pemerintah, mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah 
penduduk yang mayoritas beragama Islam. Postivisasi zakat ke dalam hukum positif di 
Indonesia yang dimulai dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian 
digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menandakan besarnya 
perhatian dan harapan pemerintah kepada umat Islam agar tertib berzakat. 
 Potensi Zakat di Kabupaten Wajo secara makro dengan melakukan perhitungan 
matematika secara sederhana memiliki potensi yang lumayan besar. Jumlah penduduk 
Kabupaten Wajo di tahun 2021 sebanyak 379.079 jiwa dan 99,4% beragama Islam 
maka sebanyak 276.728 jiwa. Diasumsikan jika 10% saja dari penduduk Muslim 
tersebut dikategorikan memiliki nishab dalam membayar zakat pendapatan sekitar 
69.182 jiwa dan mereka memiliki penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00 perbulan 
dengan potensi zakat 2,5% sekitar Rp.25.000,00 zakat perbulan yang dapat dikeluarkan 






 Rp. 1.729.550.000 x 12 bulan  = Rp.2.075.460.100 pertahun 
 Merupakan angka yang cukup signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
dan mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wajo jika diberdayakan untuk usaha 
produktif secara maksimal. Namun karena tidak adanya sanksi dari pemerintah yang 
diberikan kepada wajib zakat ketika tidak megeluarkan kewajiban hartanya, maka para 
pengurus zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Wajo tidak memiliki kekuatan hukum 
dan hak untuk memaksa muzakki untuk membayar zakatnya melalui pengelolaan zakat. 
Olehnya itu, semua berangkat dari kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan 
zakatnya dan mempercayakan kepada BAZNAS Kabupaten Wajo untuk 
mengelolahnya. 
 Data dari BAZNAS Kabupaten Wajo dari 2019-2021 Semester I memiliki 
peningkatan Muzakki tiap tahunnya seiring meningkatnya pula jumlah mustahik. Maka 
dapat dikatakan bahwa menurut data yang didapatkan dari BAZNAS Kabupaten Wajo 
maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah dapat dikatakan efektif, meskipun 
menurut data yang didapatkan dari hasil wawancara tokoh-tokoh masyarakat 
menunjukkan masih banyak penduduk Muslim di Kabupaten Wajo yang belum 
berzakat di BAZNAS Kabupaten Wajo. 
 Hukum penyelenggaraan zakat pun juga telah diatur oleh Allah swt.  mengenai 
ancaman bagi orang yang telah memenuhi syarat mengeluarkan zakat namun tidak 
melaksanakanya.  






ُمََْۗ َسُيَطوَّقُ ْونََ َما َۗ َبلَْ ُهوََ َشرَ  َّلَّ ُمَْ ٖ   ُهوََ َخْْيًا َّلَّ ََفْضِله َِمْن َاللَُّٰ َٰاٰتىُهُم َِبَٓا َيَ ْبَخُلْوَن َالَِّذْيَن َََيَْسََبَّ  َوََل
ٖ   يَ ْومََ اْلِقٰيَمةََِۗ َوللَِّٰ ِمْْيَاثَُ السَّٰمٰوتَِ َواَْلَْرضَِۗ َواللَُّٰ ِبَا تَ ْعَمُلوََْنََخِبْْيٌَࣖ - ١٨٠   َبَُِلْوا بِه
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan 
Allah swt. kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) tu baik bagi mereka, 
padahal (kikir) tu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan tu akan 
dikalungkan (di lehernya) pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di 
langit dan di bumi. Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”10 
 Dengannya itu sebagai umat Islam sekiranya melaksanakan kewajiban untuk 
mengeluarkan zakat fitrah maupun harta agar terhindar dari ancaman Allah swt. dan 
menjadi hamba yang taqwa melaksanakan perintah Allah swt. seluruhnya. 
 
 







1. Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  
Zakat  di  Kabupaten Wajo belum terlaksana sebagaimana mestinya, sehingga 
managemen tentang pengelolaan zakat tidak terorganisasi dengan baik 
kemudian sebagian masyarakat yang akan mengeluarkan zakat belum 
mengetahui adanya BAZNAS karena minimnya  informasi  tentang 
keberadaan BAZNAS.  
2. Faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  
23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan  Zakat  di BAZNAS Kabupaten  Wajo. 
Adapun yang menjadi  faktor pendukung terlaksananya Undang-Undang  
yakni: BAZNAS Kabupaten Wajo telah terlegalisasi melalui  Perda No. 22 
Tahun 2012, adanya asas manfaat yang diberikan melalui  pengelolaan dana 
zakat yang terorganisir, transparansi informasi  yang dilakukan oleh BAZNAS 
dengan melalu  sistem Simba. Adapun yang menjadi  faktor penghambat dari 
terlaksnanya Undang-undang yakni: kesadaran masyarakat yang masih 
kurang paham mengenai  kedudukan dari  zakat, dan minimnya  informas  
mengenai  keberadaan BAZNAS, dan banyaknya LAZ yang terbentuk 






3. Pandangan masyarakat di Kabupaten Wajo tentang kewajiban zakat 
menilai  zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena 
kedudukannya sama dengan shalat, namun pemahaman masyarakat 
mengenai zakat masih kurang khususnya mengenai  syarat dikeluarkannya 
zakat mal.   
B.  Implikasi  Penelitian 
1. Kepada BAZNAS Kabupaten Wajo diharapkan untuk dapat melakukan 
sosialisasi  secara meluas di seluruh daerah di Kabupaten Wajo mengenai  
keberadaan BAZNAS sebagai  Lembaga resmi  yang dibentuk oleh 
pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan 
mendistribusikan zakat. 
2. Kepada pemerintah Kabupaten Wajo diharapkan untuk tegas dan mengawal 
BAZNAS dalam kegiatan sosialisasinya baik di instansi  pemerintahan dan 
swasta maupum di  desa-desa. Dan menjalankan pasal  Perda No. 22 Tahun 
2012 bahwa BAZNAS menerima APBD dari pemerintah daerah dalam 
rangka kesejahteraan bagi  pegawai  BAZNAS Kabupaten Wajo.  
3. Kepada masyarakat Kabupaten Wajo diharapkan sadar akan untuk 
membayarkan zakat, khusunya zakat mal bagi orang-orang yang telah 
dibebankan kewajiban untuk mengeluarkan zakat hartanya di BAZNAS 
Kabupaten Wajo atau di LAZ yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah 
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